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fadlitas komunikas yang cukup sehubungan dengan kesdlematan di laut.
Pasal 98 mewsjibkan Negarauntuk memeastikan bahwaMaster dari kapa
tersebut memberikan bantuan padakapa lain dalam keadaan darurat yang
berhubungan dengan kesdamatan di laut, termasuk untuk memberikan
informas periha keadaan tersebut, dan mewgjibkan Negara pantai untuk
memiliki Sstem serta dat pencarian dan penydamatan. Implementas dari
Pasdl ini terlihat dari pengaturan lebih lanjut ddam Konvens INMARSAT
mengenal Globa Maritime Distress and Safety System (GMDSs) dan
kewgjiban kapd untuk membawa SESs tertentu sesuai kudifikas yang
telah diatur, serta pembentukan Rescue Coordination Center.

Pasal 109 mewgjibkan Negara untuk melarang penyiaran tanpa izin dari
laut bebas.

(Rivana M ezaya).
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Perkembangan hukum laut di Cinabersamaan dengan
perkembangan hukum Cina secara keseluruhan yang
e mengdami keruntuhan pada masa Revolus Kebudayaan
e (1966 — 1976) telah secara dibangun kembali sgjak Cina
menggulirkan reformas ekonomi dan open up policy pada
tahun 1978. Buku ini menegaskan bahwa Cina disini
merujuk kepada Republik Rakyat Cina

Sedikitnyaadatigafaktor yang telah mendorong Cina
untuk melangkah magju untuk melakukan perbaikan dalam
sistem hukumnya, terutama pada masa akhir 1990an dan
awal 2000an

Pertama adalah, adanya kebutuhan yang mendesak akan hukum dan
peraturan untuk mengembangkan pasar ekonomi Cina. Ha ini dapat dipahami
bahwa sgak awal periode reformas ekonomi sebel um tahin 1990an, hukum di
Cinabanyak terfokus pada bidang ekonomi seperti dalam memberikan fasilitas
untuk perkembangan ekonomi dan perdagangan luar negeri. Setelah era1990an,
dengan adanya perkembangan lebih lanjut dalam reformas ekonomi dan
meningkatkan keterlibatan dengan dunia internasiond terutama setelah Cina
menge uarkan konsep mar ket economy, hukum lebih diperluas untuk mencakup
bidang ekonomi.

Kedua, dengan adanyapersyaratan dari World Trade Organization (WTO)
yang turut merumuskan arah hukum di Cina. Sebagal angotaWTO, Cinaharus
menyertakan hukum dan peraturan yang rdevan yang sgdan dengan hukum
dan peraturan-peraturan WTO. Penting untuk dicatat bahwaha ini membawa
perubagan mendasar atas hukum Cinadi masa sekarang dan masa mendatang.
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Namun, Pemerintah Cina telah berjanji untuk merevis darv/atau mengadops
hukum dan peraturan untuk mengatad Stuad ini.

Terakhir, kemguan yang luar biasa yang telah dicgpa oleh Cina addah
dengan adanyaamandemen kongtitus Cinapada 1999 yang menje askan konsep
rule of law dengan menyatakan bahwa" Republik Rakyat Cinamemberlakukan
hukum and membangun negara sosdis dengan rule of law”. Pengesahan ini
dapat dianggap sebagal perkembangan yang signifikan dalam reformas hukum
di Cina. Sgak saat itu, “rule of law” sering dipergunakan ddam kehidupan
politik, ekonomi dan sosd di Cina. Setelah sukses yang berjaan dengan lancar
pada 2004, pemimpin Cina yang baru sering menekankan pentingnya hukum
terutama kongtitus dan meminta Pemerintah Cina untuk berskap dan tidak
melanggar hukum serta seluruh masyarakat untuk mematuhi hukum.

Ketiga faktor diatas telah secara damiah terefleks dalam pembentukan
dan pembangunan sstem hukum laut di Cina sebagal bagian dari kesdluruhan
sstem hukum.

Buku ini fokus terhadap pembentukan dan perkembangan sistem hukum
laut di Cina dalam konteks konvenss UNCLOS 1982. Cina meratifikas
UNCLOS pada 15 Mda 1996, namun bahkan sebelum ada ratifikas secara
resmi, Cinatelah memula proses ddam membangun sstem hukum laut di Cina
dengan pertimbangan tertentu atas perkembangan terakhir daam hukum laut
termasuk konvens UNCLOS.

Buku ini juga menjelaskan mengena sstem hukum laut dengan aktivitas:
aktivitas laut, termasuk diantaranya navigas laut, pengelolaan dan penggunaan
sumber kelautan, perlindungan lingkungan kel autan dan penditianilmiah di bidang
kelautan. Dasar-dasar mengenai hukum laut serta peraturan-peraturan terkait
lainnya dijelaskan dan dianalisa di bebergpa bab sehingga pembaca dapat
memperoleh gambaran kesduruhan atas gpa yang dimiliki oleh ssem hukum
laut di Cina. Akhirnya, buku ini mempersempit hukum laut Cina hingga kearah
konteks hukum laut internasiond sehingga hukum laut Cinatidak dibahas secara
pesifik.

Hal lain yang perlu penjel asan daam bab terakhir buku ini adalah mengenai
Cinadi daerah kutub. Hubungan antara Cina dengan kutub sdamaini dikelola
oleh Sate Oceanic Administration yang telah lama menjadi bagian dari
hubungan laut Cina bersamaan dengan aktivitas-aktivitas Cinadalam dasar laut
internasiond (international deep seabed)
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Sampal saat ini, belum ada hukum secara pesifik yang mengatur aktivitas-
aktivitas Cinadi daerah kutub, namun gpabila ada hukum atau peraturan yang
mengatur hal tersebut makan akan jatuh padalingkup hukum laut. Sebagaimana
yang dijelaskan daam bab 12, saat ini Cinatengah mempersigpkan peraturan
yang mengatur aktivititas-aktivitas di Kutub Utara

Berdasarkan sgarah, Cina merupakan salah satu Negara tertua didunia
yang menggunakan laut, sehingga hubungan mengena laut di Cinamemiliki tradis
yang panjang. Cina addah Negaraterbesar ketiga diduniadengan luas wilayah
9,6 jutakm?2. Cinajugamerupakan Negarapantai dengan panjang garis pantai
mencapal 18.000 km dari utara ke sdlatan. Seteleh Republik Rakyat Cina
terbentuk pada 1949, Cinamemulai perjuangan melawan provokas bersenjata
dari Angkatan Laut Amerika Selatan yang mengancam kesd amatan kedaulatan
dan yurisdikg di laut territorial mereka

Pemerintah Cinalau mengduarkan Deklaras mengena Laut Teritorid Cina
pada4 September 1958. Deklaras ini merupakan dokumen hukum yang sangat
penting dalam sgarah hukum laut di Cina. Deklaras ini berlanjut jugakeddam
China’s Law on the Territorial Sea and Contiguous Zone 1992.

Bab pertama ddam buku ini memberikan gambaran ddam membangun
gsem hukum laut di Cina

Bab kedua membicarakan mengena navigas dan keamanan laut. Daam
bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama mengenai navigas kapa asing
dalam yurisdiks perairan Cina dan hak lintas damai bagi kapal perang asing.

Bab ketiga membahas mengenai pengelolaan sumber laut termasuk
diantaranya Zona Ekonomi Eksklusif serta rezim landas kontinen, pengelolaan
sumber daya laut, dan pengelolaan eksploras minyak Iepas pantas dan usaha
usaha Cina dalam pertambangan di dasar laut.

Bab keempat membahas isu-isu mengenal perlindungan lingkungan laLt.
Daam sub bab berikutnyamembahas mengena rezim hukum untuk perlindungan
lingkungan laut, yurisdiks kdlautan atas polus yang berasal dari kapd yang
meewati Zona Ekonomi Eksklusif dan pengel olaan cadangan sumber dayalauit.

Bab kdlima membahas mengena penditian ilmiah kelautan. Ddam bab ini
terbagi menjadi penelitian ilmiah kelautan dan kerjasama antara Cina dengan
Negara-negara lain berdasarkan pandangan Cina

Appendiksddam bukuini terdiri dari bebergpahukumlaut Cinadiantaranya
Hukum Laut Teritorial dan Zona Tambahan serta Hukum Zona Ekonomi
Eksklusf dan Landas Kontinen.
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